— PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
tmw KECAMATAN DEMPO UTARA
: KELURAHAN JANGKAR MAS

Jalan,Pesirah Senium Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN LURAH JANGKAR MAS

KECAMATAN DEMPO UTARA
NOMOR : 300 / 03 MKM/DP.U/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN dan PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN JANGKAR MAS

LURAH JANGKAR MAS

Menimbang :  a. bahwa scbagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap
keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan
Jangkar Mas, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum
(Posbankum) di kelurahan Jangkar Mas ;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan
bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka
perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
hurufb,perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Jangkar Mas
tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan
Hukum Kelurahan Jangkar Mas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor38,TambahanNegara
Republik Indonesia Nomar 5679 );

4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun2021
tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96)

5, Peraturan Menteri Hullum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 97):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos
Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 553);










